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WALI KOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

a.

WALI KOTA KUPANG,

bahwa memperhatikan Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15
tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024;

bahwa Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 08 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan

Pertanian Tahun Anggaran 2023;

bahwa Keputusan Sekretaris Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
17 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Pelatihan, Pendampingan Usaha Mikro Kecil,
Pendampingan Koperasi, Layanan Bantuan dan
Pendampingan Hukum, Serta Inkubasi Melalui
Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana

Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024,

bahwa Surat Kementerian Pertanian Nomor
B-851/Rc.240/A.1/05/2024 tentang Percepatan
Pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Ketahanan
Pangan dan Pertanian TA. 2024 perlu dilakukan
penyempurnaan sebagai landasan operasional

dalam pelaksanaannya;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali kota
Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il
Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44 38);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia

Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6057);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara



12,

13

14

15.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan



Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yvang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1067);



Menetapkan :

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran,
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

23.Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Kupang Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

Sebagai Berikut:

1. Pendapatan Daerah

Sebelum Penyempurnaan Rp. 1.272.695.365.094,-
Bertambah /Berkurang Rp. -
Jumlah  Pendapatan Setelah

Penyempurnaan Rp. 1.272.695.365.094,;-

2. Belanja Daerah

Sebelum Penyempurnaan Rp. 1.267.695.365.094,-
Bertambah /Berkurang Rp. -

Jumlah Belanja Setelah

Penyempurnaan Rp. 1.267.695.365.094,-

Surplus/ Pefisit Rp. 5.000.000.000 ,-



3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

Sebelum Penyempurnaan Rp. 2.000.000.000,-

Bertambah /Berkurang Rp. -

Jumlah Penerimaan Setelah

Penyempurnaan Rp. 2.000.000.000,-

b. Pengeluaran

Sebelum Penyempurnaan Rp. 7.000.000.000,-

Bertambah /Berkurang Rp. -

Jumlah Pengeluaran Setelah

Penyempurnaan Rp. 7.000.000.000,-
Pembiayaan Netto Rp. (5.000.000.000),-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0

Tahun Berkenaan

Pasal 3
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota

Kupang ini terdiri dari:

Lampiran [ Ringkasan Penjabaran APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek. Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran II Penjabaran APBD Menururt Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan;

Pasal 4
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.



Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 19 juni 2024
WALI KOTA KUPANG,

FAI—IQEN PRIESTLEY FU NAY

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 juni 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

libsior]

A.D.E MANAFE
BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 677

Paraf Hierarki

Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang w

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang ’V

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang

Perancang Peraturan Perundang - Undangan Setda Kota Kupang

Plt. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang/Pemrakarsa

b= &




